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Abstract

Zakat is the third pillar of Islam and is obligatory upon every Muslim
who meets the conditions for its obligation. However, an issue arises
when the wealth in question is associated with debt, leading to
differing opinions among scholars regarding whether debt affects the
obligation of zakat. Two prominent views emerge in this matter: the
Syafi‘i school, which holds that zakat remains obligatory
unconditionally, and the Hanbali school, which holds that zakat is not
obligatory in all cases. The objective of this research is to examine the
views of both the Syafi‘i and Hanbali schools regarding the obligation
of zakat on wealth owned by individuals in debt, as well as to analyze
the methods of legal derivation (istinbat) employed by each school in
formulating the ruling. This study uses a library research method with
a normative and descriptive-comparative approach. The findings
indicate that the Syafi‘i school holds that zakat remains obligatory as
long as the wealth meets the nisab (minimum threshold) and hawl (a
full lunar year), even if there is debt, because zakat is considered the
right of Allah and a form of worship that is attached to the wealth
itself (‘ayn), not the individual’s liability (Zimmah). In contrast, the
Hanbali school holds that debt which reduces the wealth below the
nisab threshold nullifies the obligation of zakat, prioritizing the right
of the creditor based on the athar (tradition) of ‘UsSman ibn ‘Affan. The
researcher tends to support the Hanbali opinion, which argues that
zakat is not obligatory on a debtor provided that the debt is due and
the creditor demands immediate repayment. However, installment-
based debts, such as property loans and similar obligations, do not
cancel the obligation of zakat.
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Zakat merupakan rukun islam ketiga yang diwajibkan atas setiap
muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya zakat, namun persoalan
muncul ketika dalam harta tersebut terdapat utang yang menjadi
perbedaan pandangan diantara ulama apakah utang memengaruhi
kewajiban zakat atau tidak. Terdapat dua pandangan yang menonjol
dalam hal ini yaitu mazhab Syafii yang mewajibkan secara mutlak dan
mazhab Hambali yang tidak mewajibkan secara mutlak. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan mazhab Syafii dan
mazhab Hambali tentang kewajiban zakat harta atas orang yang
berutang dan untuk mengetahui metode Istinbat yang digunakan oleh
kedua mazhab dalam merumuskan hukum zakat atas harta yang
dimiliki oleh individu yang masih memiliki utang. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan
normatif dan deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa mazhab Syafii menetapkan zakat tetap wajib atas harta selama
memenuhi nisab dan haul, meskipun ada utang, karena zakat
dianggap sebagai hak Allah dan ibadah yang melekat pada harta
(‘ain), bukan pada tanggungan (Zzimmah). Sebaliknya, mazhab
Hambali memandang bahwa utang yang mengurangi nisab
menggugurkan kewajiban zakat karena mendahulukan hak pemberi
piutang berdasarkan asar ‘Usman ibn ‘Affan. Peneliti lebih cenderung
menguatkan pendapat mazhab Hambali yang berpendapat bahwa
zakat tidak wajib atas orang yang berutang dengan syarat utangnya
harus jatuh tempo dan penagihnya menuntut pelunasan secara
langsung, adapun utang yang bersifat angsuran seperti cicilan
properti dan sejenisnya maka itu tidak menggugurkan kewajiban
zakat.

@ 0]S0) This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite:  Muh Ainun Rajab, Salahuddin Guntung, Hendra Wijaya. “Analisis Istinbat Kewajiban Zakat Harta atas
Orang yang Berutang Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali”, AL-FIKRAH: Jurnal Kajian
Islam, Vol. 3, No. (1) (2026): 275-296. https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2453

PENDAHULUAN
Syariat Islam adalah risalah yang dirumuskan secara komprehensif untuk
mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat tetap maupun yang
mengalami perubahan sesuai konteks zaman dan tempat. la menetapkan prinsip-prinsip
dasar untuk hal-hal yang dinamis, serta hukum-hukum rinci untuk aspek yang tetap,
sehingga mampu menjawab kebutuhan manusia dari masa turunnya risalah hingga akhir
zaman dalam bentuk pedoman, hukum, dan regulasi yang memungkinkan kehidupan
terus berkembang dalam bingkai syariat.!
Dalam rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah
mengikrarkan dua kalimat syahadat dan salat. Sebagaimana urutan rukun Islam dalam
sabda Nabi saw:

“Abid ibn Muhammad al-Sufyani, al-Sabat wa al-Syumdl fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah, (Cet. I;
Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Manarah, 1988 M/1408 H), h. 138.
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Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada
sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Swt. dan Muhammad adalah
utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa
di bulan Ramadhan.
Perintah menunaikan zakat disebutkan di dalam Al-Qur’an sebanyak 32 kali,
antara lain daIam firman Allah Q.S. al-Bayyinah/98: 5
|

3-.3:.3.5\ R JJ} /ojgj\ j’j”) }15’45‘\' a\}i.:.éé/ ;”uj.i- &,g;k“ 4] u\.,als’- di)‘\, Bj;';.g ‘}Tl 1”‘/ /j
Terjemahnya:
Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan
supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian
itulah orang-orang yang lurus.?

Zakat tidak hanya menjadi sebuah kewajiban, tetapi zakat juga dapat
membersihkan jiwa seorang muslim. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Taubah/9: 103.

e V;’&u&ﬂ@ww{;@n;yju R """Mri\y\uﬁb

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan menyucikan mereka.*

Zakat juga dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan
dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan
dapat menetralisasi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping
itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik
pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.®

Sebelum harta tersebut dizakatkan maka ada beberapa syarat yang harus
terpenuhi, seperti harta tersebut termasuk dalam jenis-jenis harta yang wajib dizakati,
mencukupi nisab, mencapai haul dan kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna
yaitu kepemilikan yang di mana tidak ada pihak lain yang memiliki hak atas harta
tersebut, pemilik harus bebas menggunakan harta itu tanpa halangan.® Namun
persoalan muncul pada harta yang terkait utang, di satu sisi, harta tersebut dapat
digunakan dengan bebas karena sudah menjadi milik peminjam, tetapi di sisi lain,

2Aba ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’1l al-Bukhari, Sahih al-Bukhdri, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dar
ibn Kasir, 1993 M/1414 H), h. 12, no. 8.

3Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Nur Alam Semesta, 2013), h. 598.

“Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan, h. 203.

SNuruddin Mhd. Ali, Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2006), h. 1-2.

5Muhammad ibn Qasim ibn Muhammad ibn Muhammad abi ‘Abdillah Syams al-Din al-Gaz,
Fath al-Qarib al-Mujib Fi Syarh Alfadz al-Taqrib (Beirut: Dar lbn Hazm, 2005), h. 120.
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terdapat kewajiban untuk mengembalikannya kepada pemberi pinjaman. Hal ini
menciptakan situasi di mana terdapat dua kepemilikan atas harta tersebut.

Dalam konteks orang yang memiliki utang, terdapat perbedaan pandangan di
kalangan ulama mengenai apakah utang tersebut dapat mengurangi atau menggugurkan
kewajiban zakat atau tidak. Dalam salah satu riwayat mazhab Hambali menyatakan
bahwa zakat itu tidak diwajibkan secara mutlak atas orang yang memiliki utang, baik
utang itu sama jumlahnya dengan seluruh jumlah hartanya atau jumlah harta yang
diwajibkan zakat atasnya, adapun mazhab Syafii mewajibkan zakat itu atas orang yang
memiliki utang, meskipun jumlah utang itu sebanyak dengan harta yang dimiliki.”

Perbedaan pandangan mengenai zakat atas orang berutang muncul karena
adanya variasi dalam memahami konsep zakat itu sendiri, apakah zakat merupakan
ibadah mahdah ataukah hak yang ditetapkan untuk para fakir miskin. Barang siapa
memandang bahwa zakat adalah hak bagi mereka fakir miskin, mereka berpendapat
bahwa tidak ada zakat pada harta seseorang yang memiliki utang, karena hak orang yang
berpiutang lebih didahulukan daripada hak fakir miskin, dan ini pendapat mazhab
Hambali. Adapun mazhab Syafii mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maka
diwajibkan atas orang yang memiliki harta, karena hal itu adalah syarat taklif dan
tandanya adalah kewajiban atas mukalaf, baik ia memiliki utang atau tidak.®

Penulis memilih untuk mengkaji perbedaan pendapat antara mazhab Syafii dan
Hambali karena berdasarkan telaah literatur yang tersedia, perbedaan pandangan
terkait kewajiban zakat atas harta orang yang memiliki utang secara eksplisit hanya
ditemukan di antara kedua mazhab tersebut. Selain itu, masing-masing mazhab memiliki
landasan argumentatif dan metode pengambilan hukum yang kuat dan representatif
dalam diskursus fikih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
argumentasi kedua mazhab, serta melakukan komparasi untuk menentukan pendapat
yang dipandang lebih kuat.

Beranjak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hambali mengenai kewajiban
zakat harta atas orang yang berutang?

2. Bagaimana perbandingan metode Istinbat yang digunakan oleh mazhab Syafii
dan Hambali dalam menentukan hukum terkait kewajiban zakat atas orang yang
berutang?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu
penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis
data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, majalah-majalah
ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan

’Abl al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi al-
Andalust. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, Juz 2, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1425H/2004M).
h. 7.

8Abi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubr al-
Andalusi. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, Juz 2, h. 7.
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materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun

laporan ilmiah.®

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif
yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau
bahan-bahan hukum yang lain,'® dan pendekatan deskriptif-komparatif, di mana penulis
membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat'’ mengenai pandangan dan
Istinbat mazhab Syafii dan mazhab Hambali terkait zakat harta orang yang berutang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset
kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah
sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, artikel dan sumber bacaan lainnya
yang terdapat di ruang perpustakaan atau media lain seperti internet.!? Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah,
mencatat, dan mengolah bahan-bahan pustaka tersebut secara sistematis untuk
kemudian dianalisis dan disimpulkan guna menjawab permasalahan penelitian.®?
Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan
cara pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah
cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak
berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan, Sistemasisasi data (sistematizing) yaitu
menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan
masalah.* Metode ini akan membandingkan perbedaan antara mazhab Syafii dan
mazhab Hambali mengenai kewajiban zakat harta atas orang yang berutang, dari metode
ini diharapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab
permasalahan di atas.

Melalui penelusuran sejumlah literatur ilmiah, dapat dijumpai beberapa karya
yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini, berikut ini beberapa penelitian yang
membahas hukum zakat dan utang:

a. Artikel “Al-Hajat al-Asliyyah dan Harta Terbebas Hutang sebagai Syarat Wajib Zakat
Mal” 1> karya Mustafa. Peneliti ini menyimpulkan bahwa kewajiban zakat harus
mempertimbangkan syarat-syarat selain nisab, seperti harta yang mencapai nisab
melebihi kebutuhan pokok dan harta yang bebas dari utang. Jika penelitian Mustafa
sebelumnya menggunakan kaidah al-Hajat al-Asliyyah, penelitian ini mengkaji dari
perspektif mazhab Syafii dan Hambali.

°Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta,
2011), h. 95.

0Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 13.

IMoh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54.

2Moh. Nazir, Metode Penelitian, h. 112.

BMestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

¥Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004),
h. 131.

SM. H. Mustafa “Al-Hajat al-Asliyyah dan Harta Terbebas Hutang Sebagai Syarat Wajib Zakat
Mal”. Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi 1.2 (2021).
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b. Artikel “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berutang”'® Karya
Zuhraini dan Firdaweri. Kedua peneliti ini menyimpulkan bahwa orang yang
berutang untuk keperluan konsumtif tidak wajib zakat karena tergolong miskin.
Namun, jika utang digunakan untuk kepentingan produktif seperti bisnis, dan
setelah dikurangi utangnya hartanya masih mencapai nisab, maka ia wajib zakat.
Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatannya, penelitian terdahulu
menggunakan tinjauan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini
memakai pendekatan komparatif mazhab Syafii dan Hambali.

c. Skripsi “Zakat bagi yang Berhutang di Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam
Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat)” '’ karya Achmad Akbar. Penelitian ini dengan
penelitian terdahulu sama-sama meneliti hukum zakat bagi orang yang berutang,
namun pada penelitian terdahulu memfokuskan pembahasan utang dalam lingkup
pertanian dan perkebunana saja dengan perspektif islam secara umum, adapun
pada penelitian ini membahas utang secara umum dan menggunakan sudut
pandang dua mazhab dalam Islam. Perbedaan selanjutnya terletak pada jenis
penelitian, penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan sedangkan
penelitian ini adalah penelitian pustaka.

d. Skripsi “Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i Tentang Zakat Harta
Piutang”® karya Agung Tri Pratama. Peneliti ini menyimpulkan bahwa Imam Malik
dan Imam Syafi't berpendapat, bahwa piutang marji al-adaa merupakan piutang
yang wajib dizakatkan, akan tetapi piutang gayru marji al-adaa tidak waijib
mengeluarkan zakatnya. menurut pendangan Imam Malik, bahwa seseorang tidak
diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi harta piutang. Karena harta piutang
tidak termasuk dalam status al-milk al-tam (kepemilikan sempurna). Sedangkan,
menurut pendangan Imam Syafi'i, bahwa pemilik piutang diwajibkan untuk
mengeluarkan zakat untuk harta piutangnya. Karena harta piutang masih termasuk
dalam status al-milk al-tam (kepemilikan sempurna). Perbedaan pada penelitian ini
terletak pada pendapat kedua imam mazhab yang digunakan Agung Tri Pratama
yaitu Imam Syafi'tdan Imam Malik sementara penelitian ini menggunakan pendapat
mazhab Syafii dan mazhab Hambali.

e. Disertasi “Pengaruh Utang Terhadap Nisab Zakat Dalam Perspektif Magashid
Syari’ah” 19 karya Syahrul Aidi Maazat. Peneliti menyimpulkan bahwa pengaruh
utang terhadap nisab zakat tergantung pada tujuan berutang. Jika utang digunakan
untuk kebutuhan daririyyah (primer), maka dapat mengurangi nisab zakat, namun
jika untuk tahsiniyyah (tersier), tidak mengurangi nisab. Perbedaan pada penelitian

67zuhraini, and Firdaweri. "Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang."
ASAS 12.01 (2020).

YAchmad Akbar, “Zakat bagi yang Berhutang di Bidang Pertanian dan Perkebunan Dalam
Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang
Bawang Barat)” Skripsi (lampung: Fak. Syaria’h, Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan, 2023).

18Agung Tri Pratama, “Analisis Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’l Tentang Zakat Harta
Piutang” Skripsi (lampung: Fak. Syaria’h, Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan, 2019).

3Syahrul Aidi Maazat, “Pengaruh Utang Terhadap Nishab Zakat dalam Perspektif Magashid
Syari’ah”. Disertasi. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
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terletak pada pendekatannya, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan
magqasid syari’ah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif
mazhab Syafii dan Hambali.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat dan Utang
1. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Zakat secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab dengan kata kerja zaka yazka
berarti bertumbuh, berkembang, atau menjadi suci.?° Di dalam Al-Qur’an zakat juga
memiliki beberapa makna, antara lain al-Tathir (mensucikan)?! Q.S. al-Syams/91: 9, al-
Madh (memuji)?? Q.S. al-Najm/53: 32, al-Amal al-saleh (perbuatan yang baik)?* Q.S. al-
Kahfi/18: 81.

Sedangkan zakat secara istilah, Ibn Qasim Al-Ghazzi memberikan definisi sebagai
berikut:

243..@}.4'5'- il Jf,q cu,ardé'- a9 ch cu,a}a,a_'s'- JLa RS .X;-jé Luﬂ‘}a&?— 4\,& V..w‘
Artinya:
Zakat adalah nama untuk harta tertentu, diambil dari harta tertentu, atas cara
tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.
Demikian juga al-Hajjawi memberikan definisi, sebagai berikut:

Bopyat 3y 3 hogpast W) peaz Jb 3l o>
Artinya:

Kewajiban yang ditetapkan atas harta tertentu untuk kelompok tertentu pada

waktu tertentu.

Dari kedua definisi sebelumnya dapat disimpulkan zakat adalah kewajiban yang
berkaitan dengan harta yang memenuhi syarat, dikeluarkan dengan cara tertentu, pada
waktu tertentu, dan disalurkan kepada golongan yang telah ditentukan oleh syariat.

Dalam kitab Fath al-Bari karya ibn Hajar al-‘Asgalani menyebutkan bahwa Dasar
hukum zakat terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis dengan berbagai redaksi yang berbeda,
namun memiliki kandungan makna yang sepadan atau senada, yaitu antara lain:2°
a. Zakah, Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-Bagarah/2: 43

2°Muhammad ibn Mukrim ibn ‘Alf Aba al-Fadl Jamaluddin ibn Manzir al-Ansari al-Rufr’t al-Ifrigf,
Lisan al-Arab, Juz 14 (Beirut: Dar Shadir, 1997), h. 358.

217ain al-Din Ahmad ibn ‘Abd al-Azis ibn Zain al-Din ibn ‘Al ibn Ahmad al-Ma’bari, Fath al-Mu’in
bi al-Syarh Qurratu al-‘Ain bi Muhimmati al-Din (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), h.230.

22sayyid al-Bakri, I’anah al-Talibin (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 168.

BWahbabh al-Zuhayli, Tafsir al-Munir FT al-Agidah Wa al-Syari’ah Wa al-Minhdj, Juz 16 (Damaskus:
Dar al-Fikr, 2009), h. 11.

*Muhammad ibn Qasim ibn Muhammad ibn Muhammad abi ‘Abdillah Syams al-Din al-Gazzi,
Fath al-Qarib al-Mujib Fi Syarh Alfadz al-Taqrib, h. 119.

ZAbh al-Naja Syaraf al-Din Masa al-Hajjawi al-Maqdisi, Al-Ilgna“ fi Figh al-Imam Ahmad ibn
Hanbal, Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), h. 242.

26Ahmad ibn ‘AlTibn Hajar al-‘Asqalant, Fath al-Barf Bi al-Syarh sahih al-Bukhari (Mesir: Maktabah
al-Salafiyyah, 1970), Juz 3 h. 262.
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Terjemahnya:
Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang
rukuk.

b. Hag, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-An’am/6: 141
olias #3425 4T3 AT 5] o f 5 1K

Terjemahnya:
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir
miskin.

Dalam hadis Rasulullah saw. menyebutkan tentang kewajiban zakat, yang berbunyi:

Jwe &1 ooy B2 Ea ks e 1 o 600 3Tt B oy W ) 2
UL el 23 56 o1 Jy25 3l A V) ) Y 0T sss 1) 483 [0 i
c&@of&i#&@cﬂjjé)yéﬁwwﬁwupﬂ\ﬂ Z)v.@.o.l.c«
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Artinya:

Dari ‘Abdullah ibn ‘Abbas ra. berkata: bahwasanya Rasulullah saw. mengutus

mu’az ke kota Yaman dan Beliau berkata: ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak

ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat

pada ajakan itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat

lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan

bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang

kaya dan akan diberikan kepada mereka yang fakir. (H.R. Bukharf).

Dalam kitab Fath al-Qarib karya Ibn Qasim Al-Ghazzi menyebutkan bahwa zakat
atas harta dianggap wajib apabila telah terpenuhi sejumlah syarat tertentu, yaitu: 1).
Islam, zakat tidak wajib atas orang kafir asli, adapun orang murtad maka pendapat yang
lebih kuat menyatakan bahwa hartanya ditangguhkan, jika ia kembali masuk Islam maka
zakat wajib atasnya dan jika tidak, maka tidak wajib zakat atas hartanya. 2). Merdeka,
zakat tidak diwajibkan atas budak (ragig). Adapun seorang budak muba’ad (sebagian
dirinya merdeka), maka zakat wajib atas bagian harta yang dimiliki dari bagian dirinya
yang merdeka. 3). Kepemilikan sempurna, artinya kepemilikan yang tidak sempurna
tidak dikenai zakat, seperti seseorang yang membeli barang tetapi belum menerimanya,
maka menurut pendapat lama (kaul kadim), tidak wajib zakat atasnya. Namun, menurut
pendapat baru (kaul jadid), wajib zakat atas harta tersebut. 4). Mencapai nisab, dan 5).
Berlalu haul, jika nisabnya kurang atau belum genap setahun maka tidak wajib zakat.?®

,,,\
\

f

27Aba ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhdrf, Juz 2, h. 505, no. 1331.
28Muhammad ibn Qasim ibn Muhammad ibn Muhammad abi ‘Abdillah Syams al-Din al-Gazi,
Fath al-Qarib al-Mujib Fi Syarh Alfadz al-Taqrib, h. 120.
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Menurut Ibn Qasim Al-Ghazzi harta yang wajib dizakati ada lima macam jenis
harta yaitu: al-an’‘am atau al-mawasyi (hewan ternak), al-asman (emas dan perak), al-
zurd’ (tanaman atau makanan pokok), al-simdr (buah-buahan) dan urdd al-tijarah (harta
perdagangan).?’Demikian juga menurut al-Mardawi menyebutkan pembagian zakat
yaitu; hewan ternak yang digembalakan, segala hasil yang keluar dari bumi, emas dan
perak, dan barang-barang dagangan.3®

Penyaluran zakat di batasi dan hanya diperbolehkan kepada delapan golongan
yang telah ditetapkan secara syar‘i. Kedelapan golongan tersebut disebutkan secara
eksplisit dalam Al-Qur’an, Q.S. al-Taubah/9: 60, yang berbunyi:

e 33 Gy B 35 2408 gy e el sy il S6a%a Gy
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Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.3!

2. Tinjauan Umum Tentang Utang

Utang dalam bahasa Arab disebut al-dayn. Secara bahasa, al-dayn adalah bentuk
tunggal dari al-duyin atau al-adyun, yang berarti setiap sesuatu yang tidak hadir.3? Imam
al-Jurjant dalam kitabnya al-Tarifat menyebutkan bahwa utang yang sah adalah utang
yang tidak gugur kecuali dengan pelunasan (al-ada’) atau pembebasan (al-ibra’).3

Istilah lain dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut utang adalah al-
gard. Para ulama memiliki beragam pendapat dalam menjelaskan definisi dari istilah
gard tersebut antara lain: 1). Menurut mazhab Hanafiyah, gard adalah memberikan
harta yang sejenis (memiliki kesamaan dalam takaran atau timbangan) untuk kemudian
diminta kembali, atau dengan ungkapan lain: ia adalah akad tertentu yang berkenaan
dengan penyerahan harta yang sejenis kepada pihak lain agar dikembalikan yang semisal
dengannya. 2). Adapun menurut mazhab-mazhab lainnya, gard didefinisikan sebagai:
memberikan seseorang harta kepada orang lain dengan imbalan pengganti yang menjadi
tanggungan pihak penerima, yang sepadan dengan harta yang diterima, dan dengan
maksud memberikan manfaat semata bagi pihak yang menerima pemberian tersebut.3*

Muhammad ibn Qasim ibn Muhammad ibn Muhammad abi ‘Abdillah Syams al-Din al-Gazzi,
Fath al-Qarib al-Mujib Fi Syarh Alfadz al-Tagrib, h. 119.

30‘Al3” al-Din Abi al-Hasan ‘Al ibn Sulayman al-Mardawi, al-Insaf fi Ma rifat al-Rajih min al-Khilaf,
Juz 6 (Cet. I; Kairo: Hajar li al-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi* wa al-I'lan, 1415 H/1995 M), h. 293.

31pepertemen Agama R, Al-Qur’an dan terjemahan, h. 196.

32Muhammad ibn Mukrim ibn ‘Ali Aba al-Fadl Jamaluddin ibn Manzir al-Ansari al-Rufi’1 al-Ifrigf,
Lisan al-Arab, Juz 14, h. 167.

33°AlT ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Zayn al-Sharif al-Jurjani, al-Ta'rifat (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Imiyyah, 1983), h. 106.

34Wahbah ibn Mustafa al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-
Fikr, tanpa tahun), h. 3786.
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Maka dapat disimpulkan dari defenisi tersebut bahwa hubungan antara al-dayn dan al-
gard bersifat umum dan khusus. al-Dayn merupakan istilah yang lebih umum
dibandingkan al-gard, karena mencakup segala bentuk kewajiban atau tanggungan yang
timbul, baik yang berasal dari al-gard maupun dari sebab lainnya. Dengan demikian,
setiap al-gard termasuk dalam al-dayn, tetapi tidak semua al-dayn merupakan al-gard.
Dalam buku hukum perdata Islam di Indonesia disebutkan bahwa utang piutang
yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang
maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama,
di mana orang yang diberi harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya
dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.®
Praktik utang piutang merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial yang
merefleksikan semangat tolong-menolong antarmanusia. Melalui mekanisme ini,
individu saling memberikan kemudahan dalam menghadapi persoalan hidup. Namun
demikian, bentuk pertolongan yang terkandung dalam transaksi utang piutang harus
senantiasa berada dalam koridor kebaikan dan ketakwaan, serta tidak boleh dilandasi
oleh niat yang keliru atau mengarah kepada perbuatan dosa. Terkait dengan saling tolong
menolong antar manusia, Allah memerintahkannya melalui firman Q.S. al-Maidah/5: 2

il Ds 1 &) B 1,85 ol A e 1,555 Vs skl 5 e 155
Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa,

dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan

takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.3®

Dalam hadis Rasulullah saw. Juga bersabda:

Fasl 038 3 XA O G uAl 0% 3 Wl
Artinya:

Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong

saudaranya.

Dalam kitab al-Figh al-Muyassar karya ‘Abdullah ibn al-Tayyar menyebutkan
transaksi utang piutang dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang
telah ditetapkan dalam syariat Islam. Adapun rukun atau unsur yang membentuk akad
utang piutang meliputi:3® 1). Sighah, Lafaz atau pernyataan akad 2). al-Agidani, Dua
pihak yang berakad. 3). al-Mal al-Mugqrad, Harta yang dipinjamkan.

Adapun syarat sah akad pinjaman meliputi:3® 1). Termasuk orang yang boleh
melakukan tabarru' yaitu: Orang merdeka, Balig, Berakal, Rasyid (bijak dalam
pengelolaan harta). 2). penerima pinjaman harus memiliki Zimmah (tanggung jawab

35Ahmad Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Lampung: Permatanet Publishing,
2016), h. 119.

36pepertemen Agama R, Al-Qur’an dan terjemahan, h. 106.

37Aba al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, al-Jami* al-Sahih, Juz 8
(Turkey: Dar al-Tiba‘ah al-‘Amirah, 1334 H), h. 71.

38 Abdulldh ibn Muhammad al-Tayyar, dkk, al-Figh al-Muyassar, Juz 6 (Cet. |; Riyad: Madar al-
Watan li al-Nasr, 1432 H/2011 M), h. 96.

39‘Abdulldh ibn Muhammad al-Tayyar, dkk, al-Figh al-Muyassar, Juz 6, h. 96.
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hukum pribadi). 3). Barang yang dipinjamkan adalah barang yang seragam dan dapat
digantikan dengan sejenis tanpa perbedaan nilai. Seperti; uang, bahan makanan yang
ditakar atau ditimbang, biji-bijian, barang yang dihitung dan nilainya relatif stabil
persatuannya. 4). Barang berupa ain, artinya barang dipinjamkan adalah benda nyata
bukan manfaat atau jasa. 5). Barang yang dipinjamkan harus diketahui secara jelas, yaitu
jumlah, jenis, dan sifat barang harus jelas untuk menghindari garar dalam akad.

Dalam kitab al-Bahr al-Muhit al-Sajjaj fi Syarh Sahih al-lmam Muslim ibn al-Hajjaj
karya Muhammad ibn ‘All al-ltyabr al-Walawl menyebutkan kategori utang dibagi
menjadi dua bagian, yaitu: 1). Qard istihlaki (pinjaman konsumtif), yaitu pinjaman yang
tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan peminjam, seperti membangun rumah,
membayar mahar pernikahan, atau membeli sesuatu yang termasuk dalam kategori
kebutuhan pokok atau kebutuhan sekunder. 2). Qard istismari (pinjaman investasi), yaitu
pinjaman yang dimaksudkan oleh peminjam untuk menginvestasikan uang pinjaman
tersebut dalam suatu proyek yang bersifat produktif dan investasi.*°

Dari pembagian sebelumnya dapat disimpulkan utang menjadi dua macam yaitu
utang konsumtif (kebutuhan pokok) dan utang produktif (untuk investasi), adapun pada
penelitian ini akan memfokuskan pembahasan dengan jenis utang konsumtif.

B. Analisis Istinbat Kewajiban Zakat Harta atas Orang yang Berutang
Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali
1. Pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali Tentang Zakat Harta Orang
yang Berutang
a. Mazhab Syafii
1. Imam Syafi'T menyatakan dalam kitabnya al-Umm bahwa utang tidak
menghalangi kewajiban zakat:

3G 7 s feusgd e e 4 N\uﬂwwwwbb}a—)d.ﬂ\dgbb

Artinya:

Apabila suatu piutang (harta dalam bentuk utang) dimiliki oleh seseorang yang
tidak berada di tempat (yakni hartanya tidak dalam genggamannya secara
langsung), maka hukumnya seperti harta perdagangan yang juga tidak berada di
tempatnya, atau seperti barang titipan (wadi‘ah) yang tidak berada di sisinya.
Dan pada masing-masing dari jenis harta tersebut tetap diwajibkan zakat.

2. Imam al-Muzani menguatkan pendapat Imam Syafi't dalam kitabnya Mukhtasar
al-Muzant:

by (Jod 15 Dlaldl ale oundnts Llie aley oays Wle o 0713y 1 ailed) J
ade ;ﬁ_a/' 5 )Jj cL@.MA;:f"f osle o ;43/' "?s‘:" ety /C;.;—\ .. J};-\ J= S uz..db ade ,42.;' 25
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4OMuhammad ibn ‘Ali ibn Adam ibn Mis3 al-ItyibT al-Walawi, al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh
Sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, Juz 27 (Cet. |; Riyad: Dar lbn al-Jawzi, 1426-1436 H), h. 580.

41Abd ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi‘l, al-Umm, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1403
H/1983 M), h. 54.
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Artinya:

Imam al-Syafi‘l berkata: Apabila seseorang memiliki dua ratus dirham dan ia
memiliki utang sejumlah itu pula, lalu sebelum sempurnanya haul, para penagih
(kreditur) mengadukannya kepada penguasa, namun penguasa belum
menetapkan pembayaran utang tersebut hingga haul sempurna, maka ia tetap
mengeluarkan zakat dari harta itu, lalu sisanya digunakan untuk membayar para
krediturnya. Tetapi, jika penguasa telah menetapkan pembayaran utang dan
menjadikan harta tersebut sebagai milik para kreditur (yakni ditetapkan bahwa
harta itu untuk mereka) sebelum haul sempurna, kemudian haul sempurna
sementara para kreditur belum sempat mengambil harta itu, maka zakat tidak
wajib atasnya, karena harta itu telah menjadi milik mereka (para kreditur)
sebelum haul sempurna. Demikian pula halnya dalam zakat tanaman, buah-
buahan, dan hewan ternak yang zakatnya diambil dari jenis itu sendiri. Seperti
orang yang menerima barang jaminan, maka ia memiliki bagian atas barang yang
digadaikan kepadanya. Begitu juga para kreditur, mereka memiliki hak atas
kelebihan dari harta tersebut (setelah dikurangi zakat).
la berkata: Setiap harta yang dijadikan jaminan, apabila telah mencapai haul
(satu tahun kepemilikan), maka zakatnya dikeluarkan darinya sebelum pelunasan
utang. al-Muzani berkata: dan ia (Imam al-Syafi‘l) telah berkata dalam kitab
Ikhtilafuh wa Ibn Abt Layla : Apabila seseorang memiliki dua ratus dirham, dan ia
memiliki utang sejumlah itu pula, maka tidak ada zakat atasnya. Namun,
pendapat yang pertama dari Imam al-Syafi‘t adalah pendapat yang masyhur .

3. Imam al-Nawawi dalam kitabnya al-Majmd’ Syarh al-Muhazzab memaparkan
beberapa pendapat termasuk pendapat yang kuat tentang zakat bagi orang
berutang:

-
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-
-

42Abi Ibrahim Isma‘Tl ibn Yahya al-Muzani, al-Mukhtasar min ‘llm al-SyafiTwa min Ma‘na Qawlihi,
Juz 1 (Cet. I; Riyad: Dar Madarij li al-Nashr, 1440 H/2019 M), h.285.
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Artinya:

Apakah utang (331) menghalangi kewajiban zakat? Dalam mazhab Syafi‘i terdapat tiga
pendapat: Pendapat yang paling kuat (&«=Y!) menurut para ulama mazhab, dan inilah nas
Imam Syafi‘T dalam mayoritas pendapat terbarunya (Utang tidak menghalangi kewajiban
zakat. Selama harta mencapai nisab dan terpenuhi haul, pemilik tetap wajib
mengeluarkan zakat meskipun memiliki utang). Pendapat kedua inilah nas beliau dalam
pendapat lama dan juga tercantum di sebagian kitab baru bagian /khtilaf al-‘Iraqiyyin:
zakat tidak wajib bila pemilik mempunyai utang. Pendapat ketiga dinukil oleh para ulama
Khurasan bahwa utang hanya menghalangi zakat pada harta batiniyyah (harta tidak
tampak) yaitu emas, perak, dan barang dagangan tetapi tidak menghalangi pada harta
zahirah (harta yang tampak).
4. Imam al-Ramli menegaskan dalam kitabnya Nihayat al-Muhtdaj:

s 35 s S5 T (L) il B s 2 B35 (55 @Js“sj’i/f”:i\g)
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Artinya:

Apabila dalam harta warisan terkumpul kewajiban zakat dan utang kepada
sesama manusia, lalu harta itu tidak mencukupi untuk melunasi keduanya, maka
yang didahulukan adalah zakat bahkan termasuk zakat fitrah daripada utang
kepada manusia. Meskipun utang tersebut telah terkait dengan suatu barang
tertentu sebelum kematian, seperti barang vyang tergadai, zakat tetap
didahulukan karena merupakan hak Allah. Hal ini berdasarkan hadis dalam Sahih
al-Bukhari dan Muslim: “Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi.”
Selain itu, karena zakat juga disalurkan kepada manusia, maka dua sisi
keutamaan berkumpul padanya: ia adalah hak Allah dan manfaatnya kembali
kepada manusia, sehingga zakat lebih layak didahulukan. Adapun perbedaan
pendapat dibolehkan ketika berkumpulnya antara hak Allah secara umum
dengan utang manusia. Dalam hal ini termasuk: kewajiban haji, denda atas
perburuan, kafarat, dan nazar.

“3Abl Zakariyya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, al-Majma‘ Sharh al-Muhazzab, Juz 5 (Cet. |; Kairo:
Idarat al-Tiba‘ah al-Muniriyyah, 1344 H), h. 344.

“*Muhammad ibn Ahmad ibn Hamzah al-Ramli, Nihdyat al-Muhtdj ild Syarh al-Minhaj, Juz 3 (Cet.
Akhir; Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 133.

287 |



et — AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
AL-FIKRAH Vol. 3, No. 1 (2026): 275-296

JURNAL

KAJIAN ISLAM doi: 10.36701/fikrah.v3i1.2453

Dari kumpulan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafii lebih
condong pada pendapat bahwa utang tidak menggugurkan kewajiban zakat, selama
harta telah mencapai nisab dan haul. Hal ini ditegaskan oleh Imam Syafi‘i sendiri dalam
al-Umm, serta dikonfirmasi oleh muridnya, Imam al-Muzani dan disebutkan kembali oleh
mayoritas pendapat muta’akhkhirin seperti al-Nawawt dan al-Ramli. Namun demikian,
terdapat perbedaan internal dalam mazhab yang perlu diperhatikan, pendapat yang
menyatakan bahwa utang hanya menggugurkan zakat pada harta batiniyah memberi
jalan tengah antara kelonggaran dan kewajiban syariat.

b. Mazhab Hambali
1. Imam Ahmad

Diriwayatkan oleh anaknya Abdullah, dalam kitab Masa’il Ahmad ibn Hanbal

riwayah ibnih ‘Abdullah, beliau berkata:

Jolls (cddl U :Jgsd,;ffi, s aleg ok JU 3585 e L2 Ja el ) I

Bl i S5 F ap ol e e 8B a8 il sy 131 : ) JUES
Artinya:

Diriwayatkan bahwa: Aku bertanya kepada ayahku: Apakah zakat wajib atas

seseorang yang memiliki harta, namun ia juga memiliki utang yang lebih banyak

dari harta yang ia miliki? Jawaban ayahku: Jika telah tiba waktu wajib zakat

atasnya, maka dilihat dulu jumlah utangnya. Utang itu dikurangkan dari hartanya,

lalu zakat dikeluarkan dari sisa hartanya.
Dalam riwayat lain Abdullah ibn Ahmad berkata:

5 e I J6 s Gl adeg s N0 J ) 2 o
Artinya:
Diriwayatkan bahwa: Aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang
memiliki seribu dinar sebagai piutang (harta milik orang lain yang akan
diterimanya), dan ia juga memiliki utang seribu dinar. Jawaban ayahku: Tidak ada
zakat atasnya.

Ibn Qudamah
la berkata dalam kitabnya al-Mugnr:

N

&

3 é@\ uj:-) }c& u.aud\ u\ JJJ A.L&j ¥ "\f 3}\3 cu.o A.A.LGJ crﬁjb L..aLe dzn OK\J)

.

T ks SEYI a3 50ty g, bl Jssd

Artinya:
Jika seseorang memiliki dua ratus dirham, tetapi ia memiliki utang, maka tidak
wajib zakat atasnya. Kesimpulan dari hal ini adalah utang menghalangi kewajiban

4>Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani, Masa’il Ahmad ibn Hanbal riwdayah ibnih
‘Abdulldh (Cet. |; Beirut: al-Maktab al-Islamr, 1401 H/1981 M), h. 158.

%Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani, Masd’il Ahmad ibn Hanbal riwayah ibnih
‘Abdullah, h. 158.

4’Abl Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, al-Mugni, Juz 3 (Cet. |; Kairo: Maktabah
al-Qahirah, 1388 H/1968 M), h. 67.
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zakat pada harta al-batinah (yang tidak tampak), dan hal ini berdasarkan satu
riwayat. (harta yang tidak tampak yaitu) emas, perak, dan barang-barang
dagangan.

3. Imam al-Mardawi
la mengatakan dalam kitabnya al-Insaf:

25T adey | ZEML Y (dadll e Olall ebl 235 ade 5 L 35S Y,

Artinya:
Tidak ada zakat pada harta seseorang yang memiliki utang yang mengurangi
kadar nisab. Inilah pendapat mazhab (Hambali) yang menjadi pegangan utama,
kecuali dalam beberapa pengecualian tertentu. Mayoritas ulama (ashab) mazhab
berpegang pada pendapat ini.
4. Imam al-Buhutr
la mengatakan dalam kitabnya Syarh Muntahd al-lradat:

SEE (JUd 08 (ol Ak R 3 JL>-( 535 ale 32 JU g )5S Y

G oyt wslas (el 3 B o
Artinya:

Tidak wajib zakat pada harta seseorang yang memiliki utang, baik utang tersebut

jatuh tempo maupun masih tertunda, apabila utang tersebut mengurangi harta

hingga di bawah nisab. Hal ini berlaku baik pada harta yang tidak nampak seperti
emas, perak, dan barang dagangan, maupun pada harta yang tampak seperti
hewan ternak, biji-bijian, dan buah-buahan.

Dari kumpulan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hambali secara
umum berpandangan bahwa utang dapat menggugurkan kewajiban zakat, jika jumlah
utang mengurangi total harta hingga di bawah nisab maka tidak wajib zakat ,hal ini
berlaku baik pada harta batinah (seperti uang dan barang dagangan), maupun harta
zahirah (seperti hasil pertanian dan hewan ternak), sebagaimana diperluas oleh al-
Buhiti. Meskipun ada beberapa pandangan yang berbeda seperti pendapat imam
Ahmad dalam riwayat Ishaq ibn Ibrahim bahwa utang tidak menghalangi kewajiban zakat
pada harta yang tampak kecuali dalam zakat tanaman dan buah-buahan, itupun hanya
pada bagian yang dipinjam untuk dibelanjakan khusus pada pengelolaan tanamannya.>®
Namun mayoritas tetap mendukung pandangan sebelumnya sebagai pendapat utama.
Dengan demikian, pendekatan Hambali memberikan kelonggaran dalam kewajiban zakat
ketika seseorang dalam kondisi finansial tertekan akibat utang, selama pengaruh utang
tersebut benar-benar mengurangi kemampuan harta mencapai nisab.

48Al3’ al-Din Abi al-Hasan ‘AlTibn Sulayman al-Mardawi, al-Insaf fi Ma ‘rifat al-Rajih min al-Khilaf,
Juz 6, h. 338

4Mansr ibn Yanus al-Buhati, Syarh Muntaha al-Iradat, Juz 1 (Cet. I; Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1414
H/1993 M), h. 393.

50Abd Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, Juz
4 (Cet. lll; Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 265.
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2. Istinbat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali
Mazhab adalah metode atau pendekatan fikih yang diikuti oleh setiap imam
mujtahid dalam menetapkan hukum-hukum ibadah, baik dengan mengandalkan dalil-
dalil naqgli (teks syar’’) maupun rakyu (rasionalisasi atau pendapat).>® Maka berikut
Istinbat kedua mazhab dalam menetapkan hukumnya:
1. Mazhab Syafii
a. Zakat adalah ibadah, maka diwajibkan bagi siapa yang memiliki harta dalam
genggamannya, karena ia juga syarat taklif dan tanda kewajiban syarat mukalaf.*?
Sebagai ibadah, zakat memiliki syarat wajib, salah satunya adalah bahwa zakat itu
mencapai nisab dan haul. Karena itu, ketika seseorang memiliki harta yang cukup nisab
dan mencapai haul, maka dia telah memenuhi syarat sebagai mukalaf. Kepemilikan yang
cukup itu menjadi tanda bahwa dia mampu, sehingga zakat tetap wajib, meskipun ia
memiliki utang.>3
b. Terdapat dua hak dalam harta tersebut, yaitu hak Allah dan hak sesama manusia,
dan hak Allah adalah hak yang paling utama didahulukan.>*
Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

AT < g A
Bl 35 5g0 (A 2l

Artinya:

Tunaikan (lebih dahulu) hak Allah, karena sesungguhnya Dia lebih berhak untuk

dipenuhi (hak-Nya).
c. Keumuman dalil tentang kewajiban zakat seperti firman Allah Q.S. al-Bagarah/2: 43

51 155 S5l 142305

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat>®

Utang yang berada dalam tanggungan seseorang yang memiliki harta mencapai
nisab atau lebih (baik utang itu bersifat jatuh tempo atau masih ditangguhkan, ditujukan
kepada Allah Swt. atau kepada sesama manusia) tidak menghalangi kewajiban zakat
atasnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat di antara para ulama. Alasannya karena

keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat, dan karena ia adalah pemilik harta yang
mencapai nisab dan memiliki wewenang penuh untuk mengelolanya.®’

SMAbdurrahman ibn ‘Abd al-‘Aziz al-‘Aql, Madkhal ila ‘Uldm al-Syari‘ah (Riyad: Markaz al-
Nukhbah al-‘llmiyyah, t.th), h. 81.

52Muhammad ibn Hamid al-Wa'ili, Bughyat al-Mugtasid Syarh Bidayat al-Mujtahid li Ibn Rusyd
al-Hafid, Juz 6 (Cet. |; Beirut: Dar Ibn Hazm, 1440 H/2019 M). h. 3156.

53Abi al-Hasan ‘Al ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir fi Figh Mazhab al-
Imam al-SyafiTwa Huwa Syarh Mukhtasar al-Muzani, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1419
H/1999 M), h. 152.

54zakariyya ibn Muhammad al-Ansari, Fath al-Wahhéab bi-Syarh Minhaj al-Tullab, Juz 1 (Cet. [;
Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba‘ah wa al-Nashr, 1414 H/1994 M), h. 134.

55Aba ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’1l al-Bukhari, Sahih al-Bukhadri, Juz 6, h. 2464, no. 6321.

>6Depertemen Agama Rl, Al-Qur’an dan terjemahan, h. 7.

5’Ahmad ibn Muhammad ibn ‘AlT ibn Hajar al-Haytami, Tuhfat al-Muhtdj fi Syarh al-Minhdj, Juz 3
(Cet. I; Misr: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1357 H/1983 M), h. 337.
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d. Zakat berkaitan dengan ‘ain dan utang berkaitan dengan Zimmah, maka keduanya

tidak saling menghalangi®®

Syafii memandang bahwa zakat adalah kewajiban yang melekat pada harta (‘ain),
dan bukan pada kekayaan bersih setelah dikurangi kewajiban lain seperti utang. Maka,
keberadaan utang yang termasuk dalam Zimmah tidak menggugurkan kewajiban zakat
atas harta yang dimiliki (‘ain). Dua status ini berbeda secara hukum dan tidak saling
membatalkan.

2. Mazhab Hambali
a. Zakat adalah hak yang ditetapkan untuk orang-orang miskin dalam harta tersebut.>?

Utang muncul lebih dahulu secara waktu daripada kewajiban zakat yang hanya

terjadi ketika haul sempurna. Dengan demikian, harta yang ada di tangan muzaki (orang
yang punya kewajiban zakat) secara hukum bukan sepenuhnya miliknya, karena
sebagian (atau seluruhnya) masih menjadi hak orang lain. Maka, tidak seharusnya
dibebankan kepada orang yang masih memiliki kewajiban utang, karena hak orang yang
memberi utang lebih didahulukan dibanding hak mustahik zakat.
b. asar ‘Usman ibn ‘Affan:

602\:{;“ L@.if Z)jizi“ ;v-}ﬁ‘jj
Artinya:

‘Usman ibn ‘Affan berkata: ini adalah bulan kalian menunaikan zakat. Maka siapa

saja yang memiliki utang, hendaklah ia melunasinya, agar harta kalian tersisa

(jelas), lalu kalian mengeluarkan zakat dari harta itu.

Makna yang dipahami bahwa utang dianggap mengurangi kepemilikan harta,
maka zakat baru diwajibkan jika setelah pelunasan utang masih tersisa harta mencapai
nisab.

c. Hadis Mu‘az, dimana Nabi & bersabda:

el o 3 il n dil bl 3 B e 231 1 OF el
Artinya:

Maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang

dipungut dari mereka yang kaya dan akan diberikan kepada mereka yang fakir.

Ucapan ini disampaikan di hadapan para sahabat, dan tidak ada yang
mengingkarinya, maka hal itu menunjukkan bahwa mereka sepakat atasnya.®? Maka jika
seorang muzakki masih memiliki utang yang menjadikannya belum benar-benar kaya,
maka ia tidak masuk dalam cakupan aghniya’, sehingga tidak diwajibkan zakat.

58Abl Muhammad al-Husain ibn Mas‘Qid al-Bagaw, al-Tahzib fi Figh al-lmam al-Syafi‘, Juz 3 (Cet.
I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1418 H/1997 M), h. 34.

Ahmad ibn Taimiyyah, Majmi‘ al-Fatawa, Juz 25 (Cet. |; al-Madinah al-Munawwarah:
Mujamma' al-Malik Fahd li-Tiba at al-Mushaf al-Syarif, 1425 H/2004 M), h. 75.

%0Malik ibn Anas, al-Muwatta’, Juz 2 (Cet. |; Abl Zabi: Mu’assasat Zayid ibn Sultan Al Nahyan li al-
A‘mal al-Khayriyyah wa al-Insaniyyah, 2004), h. 355.

51AbG ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhdrf, Juz 2, h. 505, no. 1331.

52Aba Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, al-Mugni, Juz 3, h. 67.
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d. Hadis Nabi & juga menjelaskan:
“EE b e VB
Artinya:

Tidak ada zakat kecuali dari kelebihan harta (kekayaan yang tampak).

Berbeda halnya dengan orang yang tidak memiliki utang, karena dia adalah orang
kaya yang memiliki harta nisab. Ini menunjukkan bahwa zakat itu diwajibkan sebagai
bentuk solidaritas terhadap orang miskin dan sebagai wujud syukur atas nikmat
kekayaan. Sementara orang yang berutang lebih membutuhkan untuk melunasi
utangnya sebagaimana kebutuhan orang miskin, bahkan mungkin lebih besar. Maka,
bukanlah termasuk kebijaksanaan jika kebutuhan pemilik harta ditinggalkan demi
kebutuhan orang lain. la pun belum mencapai kondisi kekayaan yang mengharuskan
bersyukur dengan cara menunaikan zakat.%

Setelah menganalisis dalil dan argumentasi kedua mazhab, penelitian ini lebih
cenderung menguatkan pendapat mazhab Hambali yang menyatakan bahwa zakat tidak
wajib atas orang yang berutang, dengan syarat utangnya telah jatuh tempo dan
penagihnya menuntut pelunasan secara langsung. Pendapat ini didasarkan pada asar
‘Usman ibn ‘Affan yang mengatakan bahwa hendaklah melunasi utangnya terlebih
dahulu kemudian menzakatkan sisa hartanya yang mencapai nisab, Tarjih ini didasarkan
pada pertimbangan bahwa mazhab Hambali memandang zakat adalah hak fakir miskin
dalam harta orang kaya. Maka orang yang dibebani utang tidak tergolong kaya secara
hakiki, sebab sebagian hartanya sudah menjadi milik pihak lain. Dengan demikian, ia
belum memenuhi syarat kepemilikan sempurna (al-milk al-tam), yang merupakan
prasyarat wajibnya zakat menurut jumhur ulama. Sebaliknya, mazhab Syafi'i
memandang zakat sebagai ‘ibadah mahdah (ibadah murni), sehingga kewajibannya
bersifat mutlak dan tidak terpengaruh oleh kondisi utang. Dalil mereka bersandar pada
keumuman nas yang memerintahkan zakat tanpa menyebutkan pengecualian bagi orang
yang berutang. Mereka juga berpegang pada konsep bahwa selama harta berada dalam
kekuasaan seseorang, maka kepemilikannya tetap sempurna, sehingga kewajiban zakat
tetap berlaku. Namun, argumentasi ini dapat ditanggapi dengan membedakan antara
kepemilikan hukum dan kepemilikan fungsional. Dalam konteks zakat yang bertujuan
sosial, beban utang yang nyata dan menekan mengurangi fungsi sosial harta tersebut
sebagai objek zakat. Oleh karena itu, orang yang hartanya masih terbebani utang tidak
dapat dikenai kewajiban zakat secara adil, karena belum benar-benar memiliki kelebihan
harta. Adapun utang yang bersifat angsuran seperti cicilan properti atau kendaraan,
tidak menggugurkan kewajiban zakat. Sebab, utang jenis ini tidak bersifat mendesak atau
segera ditagih, dan harta tersebut secara nyata masih dalam penguasaan dan dapat
dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dengan demikian, pendapat mazhab Hambali dinilai
lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan zakat dalam menjaga hak fakir miskin
tanpa membebani orang yang belum benar-benar mampu.

3. Komparasi Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

83Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, Intiqad al-1'tirad ff al-Radd ‘ald al-‘Ayn fi Sharh al-Bukhdrf,
Juz 1 (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1413 H/1993 M), h. 522.
54Abd Muhammad ‘Abd Alldh ibn Ahmad ibn Qudamah, al-Mugni, Juz 3, h. 67.
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Dalam membahas kewajiban zakat harta bagi orang yang memiliki utang, para
ulama memberikan beragam pandangan yang di pengaruhi oleh metode istinbat hukum
yang dianut dalam masing-masing mazhab. Dua mazhab terkemuka, yakni Syafii dan
Hambali, memiliki sejumlah persamaan dalam ketentuan hukum zakat, namun juga
terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa hal, khususnya terkait dengan status
zakat atas harta orang yang berutang. Kajian perbandingan antara kedua mazhab ini
penting untuk memperlihatkan bagaimana satu persoalan fikih bisa dipahami dan
diterapkan secara berbeda, bergantung pada prinsip-prinsip Istinbat yang digunakan
oleh masing-masing mazhab. Adapun perbandingan pandangan antara kedua mazhab
tersebut dalam kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mazhab Syafii dan mazhab Hambali bersepakat bahwa Zakat adalah rukun Islam
ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat meliputi:
Islam, merdeka, kepemilikan harta sempurna, mencapai nisab, dan berlalu satu
tahun.

b. Mazhab Syafii dan mazhab Hambali bersepakat bahwa utang yang tidak mengurangi
nisab tidak menghalangi kewajiban zakat.

C. Mazhab Syafii berpendapat bahwa utang tidak menghalangi kewajiban zakat baik
utang itu mengurangi nisab zakat atau tidak. sedangkan mazhab Hambali
memandang, jika utang mengurangi nisab zakat maka hartanya tidak di kenai wajib
zakat.

KESIMPULAN

Mazhab Syafii memandang zakat sebagai ibadah mahdah yang kewajibannya
bersifat mutlak dan tidak terpengaruh oleh kondisi utang. Pendapat ini didasarkan pada
keumuman nas yang memerintahkan zakat tanpa memberikan pengecualian bagi orang
yang memiliki utang. Sebaliknya, Mazhab Hambali memandang zakat sebagai hak fakir
miskin dalam harta orang kaya, sehingga seseorang yang memiliki utang tidak dapat di
kategorikan sebagai orang kaya secara hakiki. Perbedaan paradigma ini berakar pada
konsep kepemilikan sempurna (al-milk al-tam), di mana Syafii berpendapat bahwa
kepemilikan tetap sempurna selama harta berada dalam kekuasaan pemilik, sementara
Hambali berpendapat bahwa utang mengurangi kesempurnaan kepemilikan karena
adanya hak orang lain atas harta tersebut.

Dalam metodologi penetapan hukum, mazhab Syafii menggunakan pendekatan
keumuman nas dan memisahkan antara hak Allah (zakat) dengan hak hamba (utang)
yang dapat berjalan bersamaan tanpa saling menggugurkan. Sementara itu, Mazhab
Hambali menggunakan pendekatan dengan mempertimbangkan asar sahabat 'Usman
ibn 'Affan bahwa utang dilunasi terlebih dahulu kemudian zakat jika harta masih
mencapai nisab.
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